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Menerima izin 

prakarsa Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Proses BPTN-

01.04.CFM.01

Pelaksanaan Analisis

Penerapan Peraturan 

Perundang-Undangan

Proses BPTN-

01.05.CFM.01

Evaluasi Regulasi 

Internasional

Proses BPTN-

01.04.CFM.01

Pelaksanaan Analisis

Penerapan Peraturan 

Perundang-Undangan

Proses BPTN-

01.05.CFM.01

Evaluasi Regulasi 

Internasional

Melakukan Rapat 

PAK Pembahasan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan (terkait 

RUU dilakukan 

pembahasan 

bersama DPR atau 

dalam hal tertentu 

DPR dan DPD)

Melakukan penyampaian draft hasil 

PAK dan permohonan harmonisasi, 

dan pemantapan konsepsi kepada 

Kementerian Hukum dan HAM

Melakukan 

Harmonisasi,pembulatan 

dan pemantapan 

konsepsi, Rancangan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Memberikan Arahan 

Terkait Penyusunan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Melakukan Penyusunan 

Naskah Akademik/naskah 

Urgansi Dan Draft Awal 

Peraturan Perundang-

Undangan serta 

melaksanakan konsultasi 

publik*

Mengusulkan Kebutuhan 

Penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Menerima Arahan Terkait 

Penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Menerima Pengajuan Izin 

Prakarsa Peraturan 

Perundang-Undangan

Mengajukan Izin Prakarsa 

Peraturan Perundang-

Undangan (dan 

melakukan koordinasi 

dengan KLHK)**

Menerima Informasi 

Penolakan

Disetujui 

Presiden?

Tidak

Mengeluarkan Izin 

Prakarsa Peraturan 

Perundang-Undangan 

Ya

Membentuk Tim PAK Dan 

Menetapkan Melalui 

Keputusan Kepala 

BAPETEN

Mengajukan Permohonan 

Anggota Tim PAK

Mengirimkan Nama 

Pegawai Yang Ditunjuk 

Sebagai Anggota Tim 

PAK

Menerima draft hasil PAK 

dan permohonan 

harmonisasi, dan 

pemantapan konsepsi

Sudah terencana?

Melakukan Pengajuan 

Usulan Peraturan 

Perundang-Undangan

Menerima Usulan 

Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan 

(RPP / RPerPres) 

Memasukan Usulan 

Rancangan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Dalam Progsun PP/ 

Progsun Perpres

Ya

Melakukan Penetapan 

Dalam Kepres Progsun 

Tahunan (Progsun PP / 

Progsun Perpres)

Tidak

Apakah 

sepakat?

Ya

Melaporkan ke KLHK / 

KemenKum HAM untuk 

keputusan lebih lanjut**

Tidak

Apakah 

dilanjut?

Ya

Melaporkan hasil 

harmonisasi 

Melakukan penelaahan 

akhir

Melakukan koordinasi 

untuk permohonan paraf 

dari kementerian terkait

Melakukan pengesahan 

undang-undang bersama 

DPR

Melakukan 

pengundangan undang-

undang / peraturan 

pemerintah atau 

peraturan presiden 

RPP / RperPres

Melakukan sosialisasi  

terkait undang-undang, 

peraturan pemerintah 

dan peraturan presiden, 

serta 

mendokumentasikan 

dalam JDIH BAPETEN

Proses BPTN-01.02

Pembentukan Peraturan 

Badan Bidang 

Ketenaganukliran/

Kelembagaan

Proses BPTN-01.03.CFM.01

Pembinaan Peraturan

Perundang-Undangan

Proses BPTN-01.04.CFM.01

Pelaksanaan Analisis

Penerapan Peraturan 

Perundang-Undangan

Proses BPTN-01.05

Evaluasi Regulasi 

Internasional

Proses BPTN-02

Pengelolaan Perizinan 

Ketenaganukliran

Proses BPTN-03

Pengelolaan Inspeksi 

Ketenaganukliran

Proses BPTN-04 

Kesiapsiagaan & Tanggap 

Darurat Nuklir

Proses BPTN-07.01

Layanan Advokasi Litigasi 

dan Bantuan Hukum

Proses BPTN-07.03.CFM.01

Pengelolaan Publikasi

Proses BPTN-01.02

Pembentukan Peraturan 

Badan Bidang 

Ketenaganukliran/

Kelembagaan

Proses BPTN-01.03.CFM.01

Pembinaan Peraturan

Perundang-Undangan

Proses BPTN-01.04.CFM.01

Pelaksanaan Analisis

Penerapan Peraturan 

Perundang-Undangan

Proses BPTN-01.05

Evaluasi Regulasi 

Internasional

Proses BPTN-02

Pengelolaan Perizinan 

Ketenaganukliran

Proses BPTN-03

Pengelolaan Inspeksi 

Ketenaganukliran

Proses BPTN-04 

Kesiapsiagaan & Tanggap 

Darurat Nuklir

Proses BPTN-07.01

Layanan Advokasi Litigasi 

dan Bantuan Hukum

Proses BPTN-07.03.CFM.01

Pengelolaan Publikasi

RUU / RPP / 

RPerPres ?

RPP / RPerPres

Menerima Usulan Rancangan 

Peraturan Perundang-

Undangan (RUU) 

RUU

Memasukan Usulan Rancangan 

Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Prolegnas

Disetujui 

Presiden ?Tidak

Mengajukan Usulan RUU Ke 

Dalam Prolegnas Ke DPR

RUU / RPP / 

RPerPres ?
Ya RPP / RPerpres

RUU

Menyusun laporan hasil PAK 

RUU / RPP / RPerpres

Tidak

Mempertimbangkan laporan 

hasil PAK RUU / RPP / 

RPerpres

Mengeluarkan kebijakan 

terhadap penyusunan RUU / 

RPP / RPerpres

Apakah prioritas / 

materi pokok yang 

diatur?

Prioritas

RUU / RPP / 

RPerPres ?

RUU

Melakukan penetapan 

peraturan pemerintah 

atau peraturan presiden

Melakukan Penyusunan 

Naskah Akademik/naskah 

Urgansi Dan Draft Awal 

Peraturan Perundang-

Undangan serta 

melaksanakan konsultasi 

publik*

Melakukan Penyusunan 

Naskah Akademik/naskah 

Urgansi Dan Draft Awal 

Peraturan Perundang-

Undangan serta 

melaksanakan konsultasi 

publik*

Melakukan Pembahasan 

Naskah Akademik/naskah 

Urgansi Dan Draft Awal 

Peraturan Perundang-

Undangan

Menerbitkan Hasil 

Penyelarasan Naskah 

Akademik/naskah Urgansi 

Dan Draft Awal Peraturan 

Perundang-Undangan

Proses BPTN-

12.03

Pengelolaan 

Layanan Umum 

dan Kearsipan

Materi Pokok

* Pada aktivitas melakukan penyusunan naskah akademik/naskah urgensi dan draft awal peraturan perundang-undangan serta melaksanakan konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan dilakukan mulai dari perencanaan hingga sosialisasi. Kemudian untuk Administrasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan ( UU, PP dan Perpres) dilakukan oleh
BHKK (Terbatas pada pengusulan prolegnas, progsun dan report progress penyusunan dalam aplikasi).

** Pada kegiatan mengajukan Izin Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan (dan melakukan koordinasi dengan KLHK) dan Melaporkan ke KLHK / KemenKum HAM untuk keputusan lebih lanjut terdapat catatan bahwa KLHK bersifat 
sementara menunggu penerbitan Perpres
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